
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 140 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa Penggolongan Barang Milik Daerah yang semakin 

berkembang dan kompleks, perlu dikelola secara 

optimal; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu diatur 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 
 

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan 

dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 

tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 549); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2019 Nomor 1); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN 

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Tanah Laut. 

4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil 

Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 
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6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

7. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara 

sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis objek, rincian 

objek, sub rincian objek, dan sub-sub rincian objek. 

8. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik 

daerah sesuai dengan penggolongan masing– masing 

barang milik daerah. 

9. Barang Milik Lainnya adalah semua barang yang bukan 

merupakan barang milik daerah dan barang milik 

Negara. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

  

 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

a. kodefikasi barang; 

b. kode lokasi; dan 

c. kode register. 

 

BAB III 

KODEFIKASI BARANG 

 

Pasal 3 

 

(1) Kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 

a. kode akun; 

b. kode kelompok; 

c. kode jenis; 

d. kode objek; 

e. kode rincian objek; 

f. kode sub rincian objek; dan  

g. kode sub – sub rincian objek. 

(2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub–sub 

rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang 

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal 4 

 

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) meliputi: 

a. level 1 menunjukkan kode akun; 

b. level 2 menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 menunjukkan kode objek; 

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek; 

f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan 

g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek. 

 

BAB IV 

KODE LOKASI 

 

Pasal 5 

 

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b, menggambarkan lokasi masing – masing barang milik 

daerah. 

(2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);  

b. barang milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);  

c. barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten (kode 

12); dan 

d. barang milik lainnya (kode 13). 

(3) Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 

kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan 

barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah 

Daerah Kabupaten. 

(4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh 

Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik 

Pemerintah Pusat, barang milik Pemerintah Provinsi, dan 

barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten. 

 

BAB V 

KODE REGISTER 

 

Pasal 6 

 

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c meliputi:  

a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan  

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.  
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(2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat 

ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang 

(bar code).  

(3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali:  

a. persediaan;  

b. Aset Tetap Renovasi (ATR);  

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);  

d. akumulasi penyusutan;  

e. akumulasi amortisasi;  

f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan  

g. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh 

Gubernur/Bupati. 

 

Pasal 7 

 

Ketentuan mengenai: 

a. tata cara penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah; dan 

b. table penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB VI 

EVALUASI 

 

Pasal 8 

 

Bupati Melakukan Evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan/atau sewaktu-waktu 

jika diperlukan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 9 

 

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilakukan 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Oktober 2020 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Oktober 2020 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

    H. DAHNIAL KIFLI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 140 

 


